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-- KATA PENGANTAR --

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang terpenting, di 
dalam Alquran ajaran zakat berulangkali disandingkan dengan ajaran 
salat. Sebagai sebuah ajaran, Zakat dimaksudkan untuk mendorong 
umat Islam agar memiliki kepedulian sosial. Bahwa harta yang 
dimiliki bukan miliknya secara Keseluruhan, ada hak orang lain, yakni 
mustahik di dalam harta tersebut. selain itu, ajaran Zakat merupakan 
sarana distribusi kekayaan, agar harta kekayaan tidak menumpuk pada 
kelompok sosial tertentu, orang yang memiliki harta harus memiliki 
kepedulian terhadap sesama.

Ada dua jenis Zakat, yakni Zakat fitrah dan Zakat mal. Zakat 
fitrah merupakan kewajiban diri setiap muslim. Ditunaikan saat 
menjelang hari raya Idul Fitri. Kedua, adalah Zakat harta (mal), Zakat 
jenis ini ditunaikan orang muslim yang memiliki harta yang telah 
mencapai Syarat tertentu, nisab dan haul.

Sebagai media untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 
terutama mereka yang masuk kategori mustahik, Zakat kemudian 
dikelola oleh Lembaga keagamaan. Di Indonesia sebelum lahir 
UU Pengelolaan Zakat 1999, ada beragam varian bentuk Lembaga 
pengelola Zakat, ada Zakat yang di kelola oleh masjid, yayasan 
keagamaan Islam, bahkan oleh Negara. Lahirnya UU Pengelolaan 
Zakat 1999 merupakan tonggak baru Pengelolaan Zakat di 
Indonesia, ada dua bentuk pengelola Zakat dalam UU tersebut, 
pertama disebut dengan lembaga amil Zakat (LAZ) Lembaga ini 
merupakan prakarsa yang lahir dari masyarakat muslim Indonesia, 
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kemudian kedua disebut dengan badan amil Zakat (BAZ) 
merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk 
mengelola Zakat.

UU Pengelolaan Zakat 1999 dipandang belum mampu 
menampung dinamika masyarakat dan Negara dalam mengelola 
Zakat, maka lahir kemudian UU Pengelolaan Zakat 2011. UU ini 
melahirkan kontroversi di kalangan pengelola Zakat, karena UU ini 
dipandang mematikan peran masyarakat dalam mengelola Zakat, 
dan berupaya untuk melakukan sentralisasi Pengelolaan Zakat di 
tangan badan amil Zakat nasional (BAZNAS). Masyarakat memang 
mash diberi kesempatan untuk melakukan Pengelolaan Zakat tetapi 
merupakan bagian dari sistem Zakat nasional dalam badan amil Zakat 
nasional. Kondisi seperti itu dipandang bahwa Negara melakukan 
subordinasi Lembaga pengelola Zakat yang  ada di tangan masyarakat.

Atas dasar pandangan seperti itu, lahir kemudian inisiatif 
pengelola Zakat untuk mengusulkan revisi UU Pengelolaan Zakat 
2011. Inisiatif tidak saja mengemuka dari Lembaga amil Zakat yang 
dikelola masyarakat, tetapi juga lahir dari BAZNAS. Kedua istitusi 
pengelola Zakat ini memandang UU Pengelolaan Zakat 2011 
mengandung banyak kelemahan dan karena itu perlu direvisi.

Buku ini berasal dari pengalaman keikutsertaan penulis dalam 
penyusunan draft naskah akademik dan draft RUU Perubahan UU 
Pengelolaan Zakat Tahun 2011. Penulis melihat perlu adanya buku 
tentang Pengelolaan Zakat yang diangkat dari pengalaman penulis 
sebagai tim pendamping penyunan draft naskah akademik dan draft 
RUU Perubahan tersebut. 

Salah satu isu krusial yang selalu mengemuka dalam penyusunan 
dan pembahasan RUU Pengelolaan Zakat adalah tentang peran 
Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat, apakah Pemerintah perlu 
menjadi pelaksanaan dalam Pengelolaan Zakat atau tidak, apakah 
Pengelolaan Zakat diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga amil 
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Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan Pemerintah cukup 
sebagai pengawas terhadap pengelolaan Zakat. kewajiban Zakat 
apakah perlu dinyatakan wajib dalam UU agar punya kekuatan 
memaksa warga Negara untuk membayar Zakat.

Buku ini tentu tidak dapat sepenuhnya mendeskripsikan 
perdebatan seputar masalah-masalah di atas. Buku ini berupaya 
mendeskripsikan tentang Zakat dan dasar hukumnya, amil Zakat, dan 
Pengelolaan Zakat. Debat seputar masalah-masalah tersebut dikaji 
tidak secara khusus dalam satu bab, tetapi menyebar dalam berbagai 
bab dalam buku ini. 

Buku ini belum sempurna, karena itu penulis berharap 
mendapat saran dan masukan dari pembaca guna penyempurnaan 
buku ini pada edisi penerbitan selanjutnya.

Jakarta, 30 November 2020

AMF
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sistem pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikategorikan 

pada sistem yang dilakukan secara sukarela (voluntary system), 
artinya wewenang pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah 
ataupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi 
yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Berdasarkan UU No. 23 
tahun 2011 di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelolaan 
Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang 
pengelolaan diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat sipil, yang terintegrasi 
dan bersinergi dalam proses perhimpunan, pengelolaan dan 
pendistribusian zakat. Model pengelolaan zakat melalui dua OPZ, 
yaitu BAZNAZ dan LAZ ini merupakan bentuk ideal pengelolaan 
zakat yang memiliki latar belakang yang kuat secara sosio-historis 
keindonesiaan, serta dikuatkan dengan dasar ideologis negara dan 
pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat. 

UU No. 23 tahun 2011 memunculkan polemik di kalangan para 
pegiat zakat nasional, terkait konsep sentralisasi dan desentralisasi 
dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Secara historis, baik sistem 
sentralisasi atau pun desentralisasi dalam pengelolaan zakat pernah 
diimplementasikan dalam sejarah Islam. Beredar perspektif yang 
lebih komprehensif, UU zakat pada aspek tertentu memperlihatkan 
sistem yang tersentralisasi, sedang pada aspek yang lain menunjukkan 
desentralisasi. Akan tetapi yang lebih tepat, pemerintah melalui UU 
tersebut merekonstruksi OPZ dengan cara melakukan integrasi 
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dan sinergi BAZNAZ dan LAZ, sebagai suatu upaya membentuk 
bangunan pengelolaan zakat nasional, dengan cara menciptakan 
koordinasi yang baik antara operator pengelola zakat, menciptakan 
regulasi operasional dan pengawasan yang efektif dalam proses 
pengumpulan dan penyaluran ZIS, serta meningkatkan peran OPZ 
untuk ikut serta mengentaskan kemiskinan.

Di tengah polemik UU No. 23 tahun 2011 tentangan 
pengelolaan zakat, revisi sepertinya bisa menjadi solusi yang tepat. 
Revisi tersebut harus benar-benar memuat kepentingan besar dari 
OPZ yaitu LAZ dan BAZNAZ serta publik yang akan menjadi 
muzaki. Pasalnya, BAZNAZ dalam UU No. 23 tahun 2011 memiliki 
peran ganda, yaitu sebagai regulator dan juga operator zakat, sehingga 
kedudukannya superior dibandingkan dengan LAZ. Padahal, 
semangat kemunculan BAZNAZ pada awalnya diarahkan untuk 
meningkatkan angka perolehan zakat. Yang terjadi dalam UU No. 
23 tersebut justru memosisikan LAZ sebagai pembantu BAZNAZ 
dalam menghimpun pajak. BAZNAZ dalam tata kelola zakat di 
Indonesia dapat diposisikan sebagai regulator, perannya memberikan 
edukasi, membimbing LAZ untuk dapat menghimpun sumber dana 
maksimal dalam pengelolaan zakat.

Semangat revisi UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat 
yang diusulkan oleh OPZ, termasuk BAZNAZ, yang bertujuan 
untuk mengintegrasikan pajak dan zakat bisa menjadi solusi untuk 
meningkatkan perhimpunan pajak di Indonesia yang selama ini 
dianggap kurang maksimal. Prinsip awalnya dalam Islam, zakat 
tersebut diwajibkan untuk mereka yang beragama Islam, sementara 
untuk non Muslim diwajibkan membayar pajak. Prinsip tersebut sudah 
banyak banyak dibahas oleh intelektual muslim Yusuf  al-Qaradhawi. 
Sudah sepantasnya, pembayaran zakat dapat dapat berimbas pada 
pengurangan pajak atau bahkan penghapusan pajak, sementara untuk 
perusahaan yang berzakat bisa mendapatkan potongan 25% pajaknya. 
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B. Saran
Wacana merevisi UU No. 23 tahun 2011 tentangan Pengelolaan 

Zakat yang menimbulkan polemik sebelumnya patut didukung 
semua pihak dengan beberapa langkah, misalnya dengan mengadakan 
simposium untuk menghimpun gagasan dari para pakar akademisi 
maupun praktisi dalam dunia zakat. Tujuannya, agar polemik tidak 
terulang sebagaimana UU No. 23 tahun 2011 yang juga sampai di 
bawah ke ranah Mahkamah Konstitusi. 

Untuk merevisi tersebut perlu dicari model yang tepat 
bagaimana distingsi antara regulator dan operator. Apakah fungsi 
BAZNAZ kemudian disetarakan dengan operator atau justru peran 
ganda tersebut dipertahankan. Dalam Hal ini, OPZ yaitu LAZ dan 
BAZNAZ dan pemerintah harus dapat memiliki keputusan yang 
tepat untuk kemajuan dunia pengelolaan zakat di Indonesia. 

Rencana revisi UU No. 23 tahun 2011 tersebut harus benar-
benar didengungkan di publik, utamanya soal rencana mewajibkan 
zakat secara terorganisir juga pengintegrasian zakat dan pajak.  
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